BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pada era modern seperti sekarang ini, banyak sekali hal yang berubah
dan berkembang. Perkembangan budaya yang sangat pesat sekarang ini
alkohol bukan lagi minuman yang sulit didapatkan dan bukan hanya sebagai
campuran- campuran untuk bahan pembuatan jamu saja. Di kehidupan zaman
dahulu para bangsawan biasanya menyediakan alkohol sebagai minuman
penghias di pesta atau campuran jamu karna kandungan yang jikalau dipakai
berlebih bisa memabukan.

Perkembangan budaya jaman sekarang yang semakin pesat alkohol
dijadikan gaya hidup bukan hanya dipesta tapi pertemuan-pertemuan biasa
atau minuman yang diminum setelah makan. Penikmatnya pun bukan hanya
orang dewasa tetapi bukan tidak mungkin jika remaja usia sekolah telah
mengecap, bahkan sedikit adiktif terhadap alkohol. Pengaruh lingkungan.,
serta mudahnya akses untuk mendapatkan minuman memabukkan ini adalah
sedikit dari banyak alasan yang menyebabkan penyebaran alkohol di
kalangan usia semakin menjamur (Alfabeta, 2012).

Minuman beralkohol menyumbang pajak yang besar untuk Negara
Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
207/PMK.011/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 62/PMK.011/2010 Tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, minuman yang

mengandung Etil Alkohol, dan konsentrat yang mengandung etil alkohol










masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kota Tangerang membuat kebijakan

tentang Pelarangan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Keras. Kebuskaa

ini dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang dalam rangk
penyakit sosial masyarakat yang terjadi di lingkungan n
melihat fenomena maraknya kasus miras yang m
diberbagai wilayah, tentu hal tersebut jangan sampai i
penerus bangsa khususnya di Kota Tangerang.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangera
tentang Pelarangan, Pengedaran dan Penjualan Min

atau Badan Hukum di Daerah dilarang meng



Pemerintah Kota Tangerang juga menyarankan agar seluruh

masyarakat Tangerang ikut berpartisipasi dalam menegakan hukum

peredaran dan penjualan minuman keras serta bagi yang menjual mit
keras hukuman yang diberikan para aparat penegak hukum
seperti pencabutan izin usah'a, penutupan tempat usaha | |
Dalam pasal 204 ayat 2 KUHP disebutkan seseorang yang
yang sifatnya berbahaya dan menyebabkan kematian akan :
hingga 20 tahun serta juga akan menambah jeratan
Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 dengan sanksi
penjara karena maraknya minuman-minuman oplosan ya
masyarakat dan sangat meresahkan masyarakat.
Namun dalam pelaksanaannya, Peraturan

Nomor 7 Tahun 2005 mengenai
Penjualan Minuman Keras nampakr

adalah sejauh ini masih banyak 1




Mall Alam Sutera, Tangerang, Banten.

Hal tersebut menunjukan bahwa masih banyak tempat-tempat umum

yang menjual minuman keras yang mudah didapat. Hal tersebut terjadi karena

tingkat permintaan alkohol yang tinggi menyebabkan a m

Penyebab lain adalah mengenai kurang tegasnya pemerint
dari masyarakat untuk lingkungan sekitar yang menyu
bertindak malah terkadang menutup-nutupi informasi |
tersebut. Kedua, masih ada masyarakat yang bel
mengkonsumsi alkohol secara berlebihan sehin
sebagai gaya hidup (Ilmar, 2016).

Banyak sekali orang dewasa dan rema




mengkonsumsi alcohol dj lingkungan masyarakat. Ketiga, pengawasan dari

aparat Pemerintah Daerah Kota Tangerang dalam menegakkan |

7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pengedaran dan

Keras belum optimal,

Hal ini dibuktikan dengan masih terdapat ka
yang menjual minuman keras dengan dalih tempa
yang ditemukan di salah saty karaoke keluarga di _

Kepala Satpol PP Pemkot Tangerang, Bapak

Pelarangan Pengedaran dan

Bangunan (IMB) dan -

ditemukan botol mi



Tangerang Nomor 7 Tahun 2005) dalam rangka meningkatkan kuali
Kesehatan masyarakat dan menghentikan penyakit sosial di masyarakat agar

tidak menganggu kepentingan umun.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penelitian ini

identifikasi permasalahan-permasalahan  yang ada.

pendahuluan  peneliti  mengidentifikasi
diantaranya_;

yang dijual pemilik warun

tersebut selama 1.5 tah



pengaruh ekonomi dan sosial badan pusat statisik ( BPS ) kota tangerang

pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa tingginya angka

di berapa wilayah kota seperti kecamatan eil dug, dan kecar
tengah mendorong sebagian masyarakat ui

miras ilegal sebagai sumber pendapatan

C. Rumusan Masalah
Pada rumusan masalah, p‘enel'.i_til membt
yang akan diteliti berupa :
1. Bagaimana pelaksanaan dari per‘_xg_-a@'.“;
peraturan penjualan miras berdasarka
tahun 2005?
2. Bagaimana dampak Perda No 7 Tah

miras di Kota Tangerang?

D. Tujuan Penelitian

Sebagaim:
penelitian ini spesifik adalah sebagai |




E. Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengharapkan kegu

vang akan didapatkan, yaitu :
1. Manfaat Akademis
Secara akademis, peneliti  ber

meningkatkan wawasan dan

mengidenti

terhadap pi




akan diteliti dan diuraikan, baik dalam penelitian ny

Kerangka konseptual dalam penulisan ini antara lain:

1. Studi evaluasi merupakan upaya sistemati
suatu kebijakan publik, seperti Peraturan
tujuannya. Evaluasi dilakukan untuk meng
outcome dari pelaksanaan kebijakan te
keputusan yang lebih rasional oleh pembuat ke
daerah’. Dalam per

efektivitas







melihat sejauh mana minuman keras mas

Jenis-jenis yang paling umum ditemui di

G. Kerangka Teorj

Kerangka teoritis dalam penul

Teori Efektivitas
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SOBPjD'nO juga. menekankan pentlngnya den gm




15

Sockamto bahwa Penelitian Hukum itu berdasarkan tujuan yang terdiri

dari penelitian normative yang mencakup penelitién terh: dap asa:

hukum, penelitian sistematika hukum, penelitian sejarah hukum, dan

penelitian perbandingan hukum. A s

Penelitian menggunakan jenis ini menekankan I
dan penemuan data serta informasi melalui studi |
asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan c
permasalahan pada penel'it'ii_l- _

secara induktif-verifik

masyarakat, disa
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3. Undang- undang tahun 2012 tentanhg pemeriksaan minuma

keras dan peredaran minum beralkhol WS 58

4. Undang- undang 18 tahun 2014 tenteng perubahan ata
undang nomor 23 tahun 1992 tentang keschatan -
5. Undang — undang nomor 36 tahun 2016 i
6. Undang — undang nomor 39 tahun 2007 te
terhadap anak |
7. Nomor 35 tahun 2014 perlindung anak.

B. Bahan Hukum Sekunder



sistematik atau  kamus bahasa umum, bahan-

hukum sekunder terdiri dari:
1) Kamus bahasa hukum Indonesia
2) Kamus-kamus
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A. Editing

Tahap ini merupakan langkah evaluasi terhac ap semua mat

hukum yang telah dikumpulkan, terutama dalam hal keutuhan.
keabsahan, dan kejelasannya. Selain itu, lan
penyederhanaan kalimat dari materi hukum
oleh penulis,

. Sistematisasi
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L. Sistematika Penulisan

Dalam  skripsi ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan ke

dalam 5 (lima) bab dengan uraian masing-masing sebagai  berik

BAB I PENDAHULUAN, Dalam bab ini

mengenai latar belakang masalah, ide

masalah, tujuan penelitian, manfaat



